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Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga
Syariah di Lingkungan Peradilan Agama
Sebagai Kebutuhan Dinamika Peradilan.

Abstrak

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang menegaskan kompetensi dan kewenangan
Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Namun adanya payung
hukum tersebut belum diimbangi oleh keberadaan hakim yang
tersertifikasi ekonomi syariah yang merata di pengadilan agama
seluruh Indonesia. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan
urgensi pembentukan pengadilan niaga syariah. Gagasan
untuk membentuk pengadilan niaga syariah dikuatkan oleh
tinjauan sosiologis-historis, tinjauan yuridis, dan tinjauan faktual
mendukung dibentuknya Pengadilan Niaga Syariah. Terlebih lagi
pembentukan pengadilan niaga syariah akan menyelesaikan
sebagian permasalahan ekonomi syariah yang berupa
kesenjangan kelembagaan peradilan umum dan peradilan agama,
penguatan konsep one roof system antar peradilan, efisiensi
penempatan hakim agama yang telah tersertifikasi, mewujudkan
pengadilan di lingkungan peradilan agama yang memiliki
kompetensi dan profesionalisme dalam penyelesaian perkara
ekonomi syariah, serta juga menjalankan amanat Penjelasan
Pasal | Angka 2 Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Peradilan Agama, Pengadilan
Niaga Syariah.

Abstract

After the publication of Law Number 3 of 2006 concerning
Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious
Courts which confirms the competence and authority of the
Religious Courts in examining, adjudicating and resolving sharia
economic cases. However, the existence of this legal umbrella
has not been balanced by the presence of judges who are
certified in sharia economics evenly in religious courts
throughout Indonesia. The research methodology used is
descriptive-qualitative research with a normative juridical
approach. The aim of this research is to show the urgency of
establishing a sharia commercial court. The idea of establishing a
sharia commercial court is strengthened by a sociological-
historical review, juridical review, and factual review supporting
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the establishment of a Sharia Commercial Court. Moreover, the
establishment of a sharia commercial court will solve some of
the sharia economic problems in the form of institutional gaps
between general justice and religious court, strengthening the
concept of a oneroof system between -courts, efficient
placement of certified religious judges, creating courts within the
religious justice environment that have competence and
professionalism in settling sharia economic cases, as well as
carrying out the mandate of the Explanation of Article | Number 2
Article 3A Paragraph (1) of Law Number 50 of 2009 concerning
the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning
Religious Courts.

Keywords: Sharia Economics, Religious Courts, Sharia
Commercial Court.

Pendahuluan

Amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 utamanya dalam Pasal 24A
menegaskan mengenai Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Kekuasaan kehakiman
tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Agama sebagai suatu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang
merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman disamping Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama memiliki wewenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam
di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah, ekonomi syari‘ah
dan Pidana Islam (Jinayah) khusus untuk wilayah Mahkamah Syariah Aceh.(Ditjen Badilag,
2013) Dalam dinamika perkembangan peradilan, peradilan agama mulai mendapatkan
kedudukan yang cukup kuat dalam Sistem Ketatanegaraan peradilan Indonesia pasca
terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tonggak
terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi titik perkembangan signifikan
kelembagaan peradilan agama yang cukup lama tersubordinasi dalam beberapa aspek pada
peradilan umum.

Mengutip Disertasi Mukti Arto, Peradilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan
Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat menjadi peradilan yang kaffah
dan andal apabila memiliki (1) kompetensi seluas syariah Islam; (2) kompetensi eksekusi
atas putusan-putusan syariah; (3) perangkat hukum syariah terapan yang sesuai dengan
perkembangan perangkat hukum syariah terapan yang sesuai dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat; dan (4) kompetensi dan profesionalitas untuk mengatasi
kendala yuridis.(A. Mukti Arto, 2011) Peradilan yang kaffah dan andal dimana salah satu
unsurnya kebutuhan perkembangan kelembagaan yang mengikuti pola perkembangan
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kebutuhan masyarakat juga terjadi di Peradilan Agama khususnya untuk sektor penanganan
perkara Ekonomi Syariah. Kemudian kompetensi dan profesionalitas untuk mengatasi
kendala yuridis, dalam konteks penanganan ekonomi syari'ah. Hasil penelitian yang ada
yang dilakukan oleh Sugihanto dalam penelitian disertasinya yang berjudul Kompetensi
Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syar'iah, menunjukan temuan: (Salim HS & Erlies
Septiana Nurbani, 2014)

1. Kendala utama yang dihadapi adalah kompetensi para hakim yang belum memadai

baik secara kuantitas dan kualitas;

2. Meski sudah ada kompilasi hukum ekonomi syari'ah, namun masih merupakan

barang baru;

3. Pelaku ekonomi syar’iah sendiri sering hanya mnita mediasi, negosiasi, dan konsiliasi

atau sekedar minta somasi untuk mencapai kesepakatan damai.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman disamping 3 (tiga)
lingkungan peradilan lainnya yang juga merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
Pengadilan agama memiliki kekhususan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus
sengketa di bidang al-amwal al-syariah (hukum ekonomi syariah) dari yang awalnya al-ahwal
al-syakhsiyyah (hukum keluarga). (Nurul Huda et al., 2022) Pada Mahkamah Syar’iyah Aceh
selain dua kewenangan mengadili rumpun jenis perkara tersebut juga ditambahkan memiliki
kewenangan di bidang hukum jinayat (al-ahkam al-jinayah). Proses penyelesaian perkara
jinayat hanya dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah di Wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh,
perkara jinayat juga merupakan kekhususan di pengadilan lingkungan peradilan agama.(.
Mardi Candra et al., 2018)

Untuk perkara bidang al-amwal al-syariah (hukum ekonomi syariah) dan bidang hukum
jinayat (al-ahkam aljinayah) yang merupakan tambahan batru dan bersifat kekhususan dari
yang awalnya bidang al-ahwal al-syakhsiyyah (hukum keluarga), hakim yang mengadilinya
sebagai cerminan pelaksana kekuasaan kehakiman idealnya memiliki kompetensi
kekhususan atas perkara tersebut yakni baik hukum formil maupun materiil di bidang
ekonomi syar;iah dan perkara jinayat. Hal ini bertujuan agar mampu memeriksa dan
mengadili perkara jinayat secara adil, mandiri, dan profesional.(Nurul Huda et al., 2022)

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang
-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan kompetensi dan
kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara
ekonomi syariah. Ekonomi syariah sendiri cakupannya cukup luas dan beragam meliputi:
Seluruh perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah misalnya
namun tak terbatas pada bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah,
reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka
menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun
lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.(Ernida Basry, 2020)

Adanya penegasan kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah melalui Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 belum memberikan dampak yang signifikan bagi
perkembangan kelembagaan pengadilan agama. Hal ini kontras apabila dikomparasikan
dengan keadaan di Peradilan Umum. Pada lingkungan Peradilan Umum, pembentukan
pengadilan khusus ditegaskan dalam Penjelasan Pasal | Angka 2 Pasal 8 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa di
lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak,
pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi,
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pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan.

Pembentukan pengadilan khusus pada peradilan Umum mengalami perkembangan
yang pesat dimana telah memiliki klasifikasi Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus sebanyak
15 Pengadilan.(“Prosedur Pembentukan Pengadilan Dan Peningkatan Kelas Pn,” n.d.) Hal
yang serupa belum terjadi di peradilan agama, padahal secara normatif, dalam perundang-
undangan, ditegaskan bahwa dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama
terdapat pengadilan khusus. Pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan
Agama diatur dalam Penjelasan Pasal | Angka 2 Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa pada lingkungan
Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah.

Upaya-upaya yang dapat mendorong terwujudnya Pengadilan Niaga Syariah sebagai
pengadilan khusus di Lingkungan Peradilan Agama sebenarnya terbuka lebar. Hal ini karena
adanya Undang-Undang yang telah mengamanatkan kemungkinan pembentukan pengadilan
khusus misalnya pengadilan arbitrase syariah. Kemudian penentuan dan pengaturan
mengenai klasifikasi kelas Pengadilan Tingkat Pertama telah diatur dan terbuka bagi
keempat lingkungan peradilan. Pengaturan tersebut termuat di dalam:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah
Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat
Lingkungan Peradilan;

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 292/KMA/SK/XI1/2021 tanggal 30
Desember 2021 mengenai Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Adapun penetapan klasifikasi kelas Pengadilan Tingkat Pertama tersebut memiliki
relasi dengan penetapan yang berdasarkan kriteria klasifikasi pengadilan dimana merupakan
standar persyaratan untuk menentukan kelas pengadilan dan juga merupakan dasar dalam
penetapan besaran organisasi kepaniteraan pengadilan dan kesekretariatan pengadilan.
Kondisi saat ini pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, klasifikasi pengadilan
tingkat pertama mencakup 4 (empat) kelas, yaitu Kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB, dan
Kelas Il. Sementara itu, pada lingkungan Peradilan Agama terdapat 3 (tiga) kelas pengadilan
Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, yaitu Kelas IA, Kelas IB, dan Kelas II.

Klasifikasi Kelas IA Khusus pada Peradilan Umum didasarkan pada dua unsur, yaitu
unsur substantif (kompleksitas perkara) dan unsur penunjang (demografi, luas wilayah,
akses, dan sebagainya). Pengadilan Kelas |A Khusus adalah pengadilan dengan
kompleksitas perkara (jumlah dan jenis perkara) yang tinggi. Keadaan ini juga terjadi pada
beberapa Pengadilan Agama dengan kompleksitas perkara yang tinggi. Bahkan, beberapa
Pengadilan Agama menerima beban perkara lebih dari 5000 perkara setiap tahunnya.

Gagasan pembentukan Pengadilan Agama Niaga Syar'iah sebagai pengadilan khusus
di Lingkungan Peradilan Agama akan berkelindan dengan aspek pembentukan Pengadilan
Agama kelas IA khusus. Hal ini bercermin keberadaan Pengadilan Khusus di Peradilan
Umum yang merupakan Pengadilan Negeri Kelas I1A Khusus.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan, menganalisis, dan
menginterpretasi data-data yang pada umumnya berbentuk non-metrik untuk mengetahui
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relasi dan/atau gejala yang timbul dalam hubungan (interaksi) antar-individu atau antara
satu bagian dengan bagian lain dalam suatu system.(Fauzi, 2022) Sumber data penelitian
terdiri atas dua bentuk. Pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek
yang diteliti, baik melalui wawancara, observasi lapangan, kuesioner, dan diskusi terpumpun.
Pada penelitian ini Kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari publikasi atau
rintisan daring maupun luring, berupa buku, kamus, ensiklopedi, peraturan hukum, hasil
penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan tema penelitian.
Pengambilan data diambil dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada Lingkungan
Peradilan Agama di wilayah hukum Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Dasar Dokumen hukum yang menjadi acuan disandarkan pada Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2018 Tentang Kelas, Tipe
dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada
Empat Lingkungan Peradilan, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
292/KMA/SK/XI11/2021 tanggal 30 Desember 2021 mengenai Perubahan Atas Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi
Pengadilan Tingkat Pertama. Pemilihan lokasi pengambilan data yang terbatas pada
beberapa Pengadilan Agama tersebut tidak akan dilakukan dengan fakta bahwa dalam
ketentuan substansi norma Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
292/KMA/SK/XI11/2021 tanggal 30 Desember 2021 mengenai Perubahan Atas Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi
Pengadilan Tingkat Pertama telah dijelaskan klasifikasi yang cukup rigid. Pengadilan-
pengadilan tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan dalam beleids tersebut. Titik
tekannya ialah pada pengadilan agama yang telah mencapai Kelas IA Khusus dan memiliki
Tingkat perkara ekonomi syariah, selain itu pengadilan-pengadilan tersebut juga memiliki
karakteristik kekhususan perkara yang dapat menjadi faktor pembentuk pengadilan agama
khusus. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Ketua, Wakil Ketua,
Hakim, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama serta juga Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar‘iyah Aceh yang keseluruhan berjumlah 43
Responden. Objek yang dilakukan obeservasi dan pengambilan data adalah mengenai
pandangan-pandangan pelaku pengadilan agama yang memiliki kemungkinan diwujudkan
menjadi Pengadilan Agama Kelas IA Khusus/Pengadilan Niaga Syariah. Adapun ruang
lingkup penggalian informasi ditekankan pada faktor-faktor pendukung dalam mewujudkan
kemungkinan pembentukan pengadilan niaga syariah, hambatan apa yang mungkin terjadi,
bagaimana relasi pembentukan pengadilan niaga syariah dengan penguatan peradilan
agama di banding peradilan lain. Penyampaian mengenai kuisioner dan wawancara
penelitian ini dilakukan melalui surat resmi Surat Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Peradilan Nomor 583/BId.2/Lit/S/5/2023 tentang Permohonan
Observasi Lapangan Tanggal 08 Mei 2023 yang dilampiri oleh Panduan Wawancara
Penelitian Naskah Urgensi Pembentukan Pengadilan Kelas IA Khusus Di Lingkungan
Peradilan Agama berisikan 8 pertanyaan yang menuntut jawaban deskriptif eksplanatoris
terhadap 4 (empat) pilar pengadilan yakni Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris
Pengadilan Agama. Bangunan argumentasi yang disusun berdasarkan hasil observasi
lapangan tersebut juga dikuatkan oleh hasil Focus Group Discussion yang mendatangkan
Praktisi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia, Kantor Wakil Presiden, dan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
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Hasil dan Pembahasan
Faktor-Faktor Pendorong Urgensi dibentuknya Pengadilan Niaga Syariah Sebagai
Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Agama

Pembentukan Pengadilan Agama Syari'ah pernah muncul beberapa tahun silam dari
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat Banten Dian Edian
Ray.(Merdeka.com, 2014) Pandangan Dian Edian Ray ini berangkat dari penyelesaian
permasalahan bisnis dengan sistem syariah selama ini ditangani oleh Pengadilan Agama.
Kompetensi hakim pengadilan agama yang selama ini banyak mengadili sengketa bidang
perkawinan, kasus perceraian dan waris menyebabkan kompetensi yang dimiliki sebagian
besar hakimnya berfokus pada perkara-perkara tersebut, sedangkan ekonomi syariah
menuntut kompetensi khusus yang berdasarkan keahlian tersendiri. Pandangan ini diperkuat
dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang mana dalam konsideransnya disebutkan
bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sebagai salah satu instrumen penegakan
hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum ekonomi syariah di
Indonesia berjalan dengan baik dan benar. Perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara
khusus oleh Hakim peradilan agama yang memahami teori maupun praktik bisnis
berdasarkan prinsip syariah, agar hal tersebut dapat terlaksana, Mahkamah Agung perlu
mengembangkan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menangani perkara-perkara
ekonomi syariah.

Dari sini nampak bahwa hakim peradilan agama membutuhkan sertifikasi khusus yang
mencerminkan kualifikasi yang dimiliki oleh hakim agama yang akan memerika, mengadili,
dan memutus perkara ekonomi syar’iah. Tujuan sertifikasi hakim ekonomi syari‘ah tersebut
adalah agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan oleh para hakim yang
qualified dan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.(Ernida Basry, 2020) Jumlah
hakim yang telah mendapatkan pelatihan dan lulus sertifikasi ekonomi syar’iah dari tahun
2017 sampai tahun 2023 berjumlah 890 orang hakim.(Ditjen Badilag, 2024a) Data hakim
tersebut adalah data hakim keseluruhan baik hakim pengadilan Tingkat pertama, hakim
pengadilan Tingkat banding, dan Hakim Agung Kamar Agama. Sementara beban perkara
ekonomi syar’iah pada tahun 2023 untuk pengadilan tingkat pertama memiliki beban 308
perkara, untuk pengadilan tingkat banding memiliki beban 74 perkara, pada level Mahkamah
Agung untuk perkara kasasi dan Peninjauan Kembali memiliki beban 57 dan 4
perkara.(Mahkamah Agung, 2024)

Dengan volume perkara, jumlah hakim yang telah mendapatkan sertifikasi ekonomi
syariah serta ekspektasi dan harapan pencari keadilan pada kualitas dan konsistensi
putusan ekonomi syar'iah dari pengadilan Agama, maka gagasan membentuk pengadilan
khusus di Lingkungan Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
ekonomi syar'iah menjadi kian menguat dan menggema. Kebutuhan akan pengadilan niaga
syariah sebagai pemenuhan amanat undang-undang dan alasan filosofis
keprofesionalitasan hakim dalam mengadili setiap perkara harus lebih mencurahkan
perhatian dan fokus kepada perkara yang diadili sesuai dengan spesialiasinya. Lebih jauh
dampaknya terhadap kualitas putusan yang dihasilkan dan memiliki pengaruh signifikan
terhadap citra, dan persepsi profesionalitas lembaga peradilan.

1. Tinjauan Sosiologis-Historis Pembentukan Pengadilan Niaga Syar’iah;

Pembicaraan yang menyangkut Peradilan Agama di Indonesia dari kacamata historis
akan mendapatinya dalam rentang waktu yang Panjang bahkan dari keberadaan agama
Islam itu sendiri di Nusantara. Pandangan ini secara sosiologis berasal dari kenyataan Islam
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merupakan agama hukum dalam arti kata yang sebenamya.(Taufig Hamami, 2013) Dalam
penjelasannya lebih jauh, agama Islam tidak hanya memiliki fungsi sebagai agama
melainkan juga memuat kaidah-kaidah yang mengatur hubungan vertical antara manusia
dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenal dengan hablum minallah, sekaligus juga
mengandung kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya
(masyarakat), mahkluk hidup, lingkungan, dan benda (hablum minannas) dalam kehidupan
masyarakat. Dalam keadaan sosiologis yang demikian maka Islam dan hukum Islam selalu
beriringan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pangan ini dikuatkan oleh Daud Ali yang
menyampaikan eksistensi hukum Islam di Indonesia sesungguhnya berjalan secara pararel
dengan kehadiran Islam di Nusantara. Bahkan, sejak awal kehadiran Islam, hukum Islam
telah menyatu dalam denyut kehidupan masyarakat Islam Nusantara. Premis dasar yang
menopang argumen ini adalah bahwa konsepsi hukum Islam merupakan bagian utuh dalam
totalitas sistem ajaran Islam yang faktualnya tidak mungkin dapat dipisahkan dari agama
Islam itu sendiri.(Muhammad Daud Ali, 1990) Ramli Hutabarat melihat dari sisi antropologi
hukum bahwa di manapun terdapat masyarakat di dunia ini, maka di situ pula terdapat
hukum.(Ramli Hutabarat, 2005)

Keberadaan Peradilan Agama sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam telah memiliki
eksistensinya. Kerajaan tersebut diantaranya kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh,
kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, dan Makassar.
Beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti Pengadilan Serambi, Rapat
Ulama, Raad Agama. Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Kerapatan Qadi besar. Mahkamah
Islam Tinggi.(Ditjen Badilag, 2014)

Kemudian masuk pada masa berikutnya yang secara monumental historis, sejak
diterbitkannya Firman Raja Belanda melalui Staatsblad 1882 No. 152 Artikel 1, Staatsblad ini
merupakan dasar pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang sampai saat
ini telah dikembangkan jumlahnya dengan Keputusan/Penetapan Menteri Agama
berdasarkan kewenangan yang diberikanoleh Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951
yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 1961 dan kewenangan yang
diberikan oleh PP No. 45 Tahun 1957. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 61 Tahun
1961 Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dikembangkan dengan dibentuknya
Cabang Kantor Pengadilan Agama di Wonosari, Wates, Bantul dan Sleman.

Perkembangan peradilan agama makin dipertegas kedudukannya sebagai Pengadilan
Negara saat terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengakomodir kewenangan mengadili perkara
ekonomi syariah hingga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kemudian terkait dengan Pengadilan Niaga Syariah menguat Kembali yang didasari fakta
bahwa trend perkara ekonomi syariah cenderung hanya terdapat di beberapa wilayah saja
secara tidak merata. Secara berturut-turut pada tahun 2021, 2022, dan 2023, hanya
Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta yang
memiliki beban perkara ekonomi syariah di atas 40 Perkara pertahun.(Ditjen Badilag, 2024b)
Dari fakta tersebut dimana persebaran perkara ekonomi syariah ternyata tidak merata
melainkan terkonsentrasi hanya pada beberapa Pengadilan Agama tertentu saja yang angka
komulatifnya hanya ada 4 PTA yang memiliki beban perkara ekonomi syariah di atas 40
perkara. Dengan demikian maka demi efisiensi dan profesionalisme serta kompetensi hakim
yang memilki sertifikasi pelatihan ekonomi syariah akan sangat logis dibentuk pengadilan
Niaga Syariah pada Pengadilan Agama yang memiliki beban perkara ekonomi syariah di atas
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40 perkara pertahun secara berturut-turut dari tahun 2021, 2022, dan 2023.

2. Tinjauan Yuridis Pembentukan Pengadilan Niaga Syar’iah;

Tinjauan Yuridis akan sangat berhimpitan dengan tinjauan filosofis, yang mana pokok
perhatiannya difokuskan pada kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam konstitusi.
Kekuasaan kehakiman kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.

Pembahasan menjadi mengerucut kepada penegakan hukum yang hanya dilakukan oleh
kekuasaan kehakiman (judicial power) yang secara konstitusional lazim disebut badan
yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, pihak yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman
yang berpuncak di Mahkamah Agung.(Hasbi Hasan, 2010) Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa
yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang
dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenubhi
syarat formal dan official serta bertentangan dengan prinsip under the authority of law.
Kendati demikian, berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUHPdt, Penjelasan Pasal 3 UU No.
14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 serta UU No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terbuka kemungkinan
para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non
litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian.(Karneen Perwataatmaja, 2005) Pembahasan
kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah yang berada di Peradilan
Agama tidak ada masalah dalam implementasinya, hanya saja yang penulis angkat dalam
jurnal ini adalah fokus mengenai kekhususannya sehingga harus dibentuk pengadilan
khusus yakni Pengadilan Niaga Syariah dalam memeriksa dan mengadilinya.

Terlebih jelas bahwa terdapat amanat Undang-Undang yakni dalam Pasal 3A Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Pengadilan khusus di lingkungan peradilan
agama mencakup Mahkamah Syar'iyah di Aceh, pengadilan arbitrase syariah, dan
pengadilan khusus lain terkait kewenangan Peradilan Agama. Pengadilan arbitrase syariah
merupakan jus constituendum (cita hukum) pengadilan khusus yang belum terwujud hingga
saat ini, padahal secara faktual Pengadilan Agama telah menerima beberapa perkara
pembatalan putusan arbitrase syariah. Demikian pula dengan pengadilan niaga syariah
sebagai pengadilan khusus yang diharapkan ada dalam struktur Pengadilan Agama karena
potensi sengketa niaga syariah yang cukup besar.

Merujuk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 206/KMA/SK/2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018
Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat
Lingkungan Peradilan, terdapat 15 (lima belas) pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan
Umum yang kesemuanya adalah Pengadilan Kelas IA Khusus. Landasan yang mengatur
mengenai pembentukan kelas dan tipe pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2018. Pada Peradilan Umum, terdapat kelas IA Khusus yang merupakan
kelas pengadilan tertinggi di tingkat pertama. Berikut adalah daftarnya:

1. Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus
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Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus
9. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus
10. Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus
11. Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus
12. Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus
13. Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus
14. Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus
15. Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus
. Sementara itu belum ada pengadilan khusus dan pengadilan agama kelas IA Khusus di
Lingkungan Peradilan Agama, padahal secara kedudukan, Peradilan Umum dan Peradilan
Agama setara, demikian juga dengan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

N kN

Apabila dirunut norma yang mengatur mengenai relasi kelas pengadilan dengan
pengadilan khusus, sejatinya belum diatur keharusan bahwa Pengadilan khusus adalah yang
secara kelembagaan merupakan pengadilan kelas IA Khusus, yang mengindikasikan bahwa
secara yuridis boleh saja pengadilan Kelas Il, Kelas IB, atau Kelas IA memperoleh predikat
pengadilan khusus.

Perkembangan terkini dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada Bagian F (Rumusan
Kamar Kesekretariatan) Angka 3 huruf (b), pleno kamar mengamanatkan dilakukan kajian
pembentukan pengadilan kelas IA khusus di lingkungan Peradilan Agama dan melakukan
peningkatan kelas/tipe pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Hal ini menjadi
momentum yang baik untuk membentuk pengadilan niaga syariah yang juga merupakan
pengadilan kelas IA Khusus di Lingkungan Peradilan Agama.

3. Tinjauan Faktual Pembentukan Pengadilan Niaga Syar’iah

Dalam komparasi pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum,
setidaknya terdapat beberapa pengadilan khusus yang telah terbentuk yakni pengadilan
anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi,
pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang di dalamnya memuat peralihan kelembagaan
pengadilan pajak yang semula berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat ini
menjadi di bawah payung Mahkamah Agung (MA). Keberadaan Pengadilan Pajak yang
menjadi pengadilan khusus baru di bawah Mahkamah Agung belum ditentukan akan masuk
menjadi kompetensi Absolut Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, atau
Peradilan Militer. Mengutip dari uraian yang disampaikan oleh Yodi Martono Wahyunadi
dalam esainya yang berjudul Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Pajak, Yodi menguraikan
bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak,
sedangkan sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara
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wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan
Pajak berdasarkan Peraturan Perundangundangan perpajakan, termasuk Gugatan atas
pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Di Mahkamah Agung terdapat empat lingkungan peradilan. Hakim-hakim yang
menangani perkara di Mahkamah Agung bersifat umum. Belum ada hakim agung khusus
menangani suatu perkara, sehingga hakim yang ada Agung dapat saja memeriksa di
keempat lingkungan peradilan yang ada. Khusus mengenai sengketa pajak ini memang perlu
dipikirkan adanya Hakim Agung khusus yang ditugasi untuk memeriksa Sengketa Pajak. Hal
ini dapat dipahami oleh karena masalah perpajakan merupakan masalah yang diperlukan
pengetahuan khusus mengenai ilmu pajak. Dengan demikian maka lebih tepat Peninjauan
Kembali sengketa pajak ditangani oleh Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.(Yodi
Martono Wahyunadi, n.d.) Berdasarkan tinjauan factual tersebut kemungkinan besar dapat
dibentuk Pengadilan Niaga Syar’iah pada Peradilan Agama dan Pengadilan Pajak sebagai
Pengadilan Khusus pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian dari sisi kelembagaan penentuan klasifikasi dan kelas pengadilan tingkat
pertama dan tingkat banding, pada lingkungan peradilan umum berbeda dengan Peradilan
Agama, Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan umum memiliki klasifikasi dan
kelas pengadilan yang meliputi Pengadilan Negeri Kelas | A Khusus, Pengadilan Negeri Kelas
| A, Pengadilan Negeri Kelas | B, dan Pengadilan Negeri Kelas 1. Untuk klasifikasi dan kelas
pengadilan Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Pengadilan Agama Kelas | A, Pengadilan
Agama Kelas | B, dan Pengadilan Agama Kelas Il. Peradilan militer memiliki klasifikasi
Pengadilan Tipe A dan Pengadilan Tipe B. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki klasifikasi
yang terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas A berkedudukan di Ibukota Provinsi
dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas B berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Belum seragamnya klasifikasi tipe dan kelas pengadilan di Mahkamah Agung
dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kondisi peradilan yang memang memiliki
karakteristik yang berbeda. Misalnya untuk peradilan TUN akan berbeda dengan Peradilan
Umum karena jumlah pengadilan memiliki kesenjangan yang cukup jauh, selain itu Peradilan
TUN belum merata ada di seluruh Ibu Kota Provinsi di Indonesia. Demikian halnya juga
dengan Peradilan Militer, namun Peradilan Umum dan Peradilan Agama memiliki kemiripan
secara jumlah yang ada di tiap-tiap Ibu Kota Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Indonesia.

Kemiripan yang dimiliki oleh Peradilan Umum dan Peradilan Agama dari sisi struktur
kelas dan tipe pengadilan semestinya menjadikan persamaan kelembagaannya. Hal ini
dilandasi semangat mewujudkan kekuasaan kehakiman dengan penataan sistem peradilan
yang terpadu. Terpadu disini termasuk di dalamnya penyatuatapan pembinaan teknis
yustisial dan pembinaan kesekretariatan dalam satu wadah pembinaan Mahkamah Agung.
Dalam menuju satu wadah pembinaan Mahkamah Agung kemudian dilakukan melalui
mekanisme penyatuatapan Lembaga peradilan (one roof system).(Puslitbang, 2023)

Konsep penyatuatapan merujuk kepada kesatuan pembinaan baik di bidang penanganan
perkara maupun organisasi, admnistrasi, dan keuangan. Seluruh pembinaan organisasi,
administrasi, dan finansial tiap-tiap lingkungan peradilan. Pemberlakuan Sistem Satu Atap
(one roof system) diharapkan akan meningkatkan kinerja dan mewujudkan citra positif
peradilan di Indonesia.

Pemberlakuan Sistem Satu Atap memiliki sejumlah konsekuensi. Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya mengalami perubahan yang signifikan. Segala urusan yang
berkenaan dengan organisasi, administrasi, keuangan, konsep satu atap itu harus sama dan
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setara dalam kedudukan, protokol, dan kelembagaan pada empat lingkungan peradilan di
bawah pembinaan Mahkamah Agung.(Mahkamah Agung, 2010)

Kesatuan pembinaan Mahkamah Agung di bidang organisasi meliputi: pembentukan
pengadilan, klasifikasi dan standardisasi pengadilan, penyeragaman penyebutan badan
peradilan, peningkatan eselonisasi, penataan organisasi dan tatalaksana kepaniteraan.
Pembinaan administrasi meliputi penyusunan pedoman kerja dan pembentukan formulir
yang digunakan di pengadilan Pembinaan bidang sarana peradilan, meliputi pembinaan
kepegawaian, penyediaan gedung dan perpustakaan.

Peradilan satu atap mengintrodusir adanya kekhususan pengadilan dalam menangani
perkara tertentu. Peradilan Agama merupakan salah satu pengadilan khusus bagi orang-
orang beragama Islam. Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili,
memutus, dan menyelesaikan perkara di antara orang-orang beragama Islam di bidang:
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi syariah
(Naskah Urgensi Pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1A Khusus, 2023).

Rekha Mirchandani menyatakan bahwa pengadilan khusus (specialized court)
dimaksudkan untuk mendorong pengarusutamaan penyelesaian perkara-perkara spesifik
berdasar tatanan nilai tertentu dan terwujudnya keadilan substantif, alih-alih sekadar
keadilan prosedural. Pengadilan khusus diharapkan untuk dapat menangkap aspirasi terkait
nilai hukum yang berkembang di masyarakat, sehingga putusan pengadilan lebih responsif
dengan perubahan dan tuntutan sosial yang ada (to facilitate substantive justice goals of
social change).(Rekha Mirchandani, 2005)

Teori rationalized justice menegaskan adanya specialized court sebagai bentuk
peradilan khusus yang dimaksudkan untuk menangani perkara-perkara tertentu dengan
tingkat kerumitan tinggi sehingga perlu sumber daya Hakim yang terlatih secara khusus
(sertifikasi). Pengadilan khusus dimaksudkan pula untuk mewujudkan efisiensi dan
efektivitas penanganan perkara khusus (hukum acara yang berbeda dan instrumen pro
yustitia pendukung lainnya).

Dalam tataran faktaul lainnya, fakta bahwa kepailitan syariah masih ditangani oleh
Pengadilan Niaga di Lingkungan Peradilan umum turut mendorong pembentukan pengadilan
niaga syariah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian
Ekonomi Syariah yang berkedudukan sebagai payung hukum tidak menyebut kepailitan
syariah masuk dalam kewenangan mengadili pengadilan agama.

Hal Ikhwal Jawaban Atas Pertanyaan Mengenai Pembentukan Pengadilan Niaga Syariah
Keberadaan Hakim Ad hoc dan Keterangan Ahli;

Bagian sub jurnal ini dimasukkan sebagai penyeimbang yang diberikan oleh
pandangan praktisi yang merasakan belum perlunya gagasan pembentukan pengadilan
niaga syariah. Pandangan ini disampaikan oleh Ahmad Z. Anam yang berjudul Meredam
Wacana Pembentukan Pengadilan Niaga Syariah.

Adanya anggapan bahwa pengadilan agama dapat memanfaatkan hakim ad hoc dan
keterangan ahli untuk menutup celah terbatasnya hakim yang tersertifikasi ekonomi syariah
dalam mengadili perkara ekonomi syariah. Dari terminologi makna hakim ad hoc mengacu
kepada hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan
pengangkatannya diatur dalam undang-undang.(Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Ad Hoc, 2013)
Bahwasannya penagangkatan hakim ad hoc dalam mengadili perkara ekonomi syariah
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sudah tidak lagi relevan karena telah diselenggarakan pelatihan dan sertifikasi ekonomi
syariah hakim peradilan agama. Hanya saja persebarannya yang belum merata karena
penyelenggaraan diklat dan sertifikasi baru dimulai sejak tahun 2017 dan baru menghasilkan
sejumlah 890 hakim peradilan agama dari rentang hakim pengadilan tingkat pertama,
pemgadilan tingkat banding, dan 2 orang Hakim Agung Kamar Agama. Fakta jumlah hakim
yang masih terbatas ini makin menguatkan urgensi pembentukan pengadilan niaga syariah
di Peradilan Agama. Agar hakim yang telah memiliki sertifikasi ekonomi syariah dapat di
tempatkan pada pengadilan niaga syariah yang ada.

Kemudian penggunaan ahli untuk menutup celah keahlian dalam proses persidangan
di Pengadilan Agama, menurut penulis pendapat ini terlalu naif. Sesuai Pasal 26 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan, hal yang sama juga terjadi pada ikhwal Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan
atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak
berdasarkan kesepakatan. Lebih jauh ahli di persidangan didatangkan oleh pihak berperkara
yang berkepentingan dan biaya mendatangkan ahli dalam persidangan relatif berat dan
membebankan pencari keadilan. Selain itu juga ahli yang didatangkan akan sangat berpihak
memberikan keterangan sesuai dengan kepentingan pihak yang menghadirkannya. Kondisi
yang demikian akan sangat tidak ideal dimana harusnya hakim yang memutuskan perkara
ekonomi syariah berdasarkan keyakinan yang muncul dari fakta-fakta persidangan, bukan
akibat terpengaruh keterangan ahli yang jelas-jelas berpihak pada salah satu pihak yang
berperkara.

Anggapan Pengadilan Niaga Syariah bertentangan dengan azas sederhana, cepat, dan
biaya ringan.

Anggapan pembentukan pengadilan Niaga Syariah bertentangan dengan azas
sederhana, cepat, dan biaya ringan bermula dari relasi penyelesaian sengketa yang ada saat
ini dapat ditangani oleh seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di seluruh
Indonesia apabila dibentuk pengadilan niaga syariah akan menyempit pada pengadilan niaga
syariah saja yang dapat memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah
tersebut.(Ahmad Z Anam, 2014) Jumlah Pengadilan Niaga Syariah yang terbatas hanya ada
beberapa pengadilan saja akan menyebabkan kesulitan bagi pencari keadilan sengketa
ekonomi syariah dalam mengakses keadilan.

Berkaca kepada pengadilan niaga yang ada di Peradilan umum dimana saat ini masih
terbatas hanya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Surabaya,
Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Medan, dan Pengadilan Niaga Makassar.
Kondisi yang demikian dikhawatirkan akan mereduksi kewenangan yang awalnya dapat di
selesaikan diseluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia menjadi
hanya dapat di akses pada kota-kota tertentu yang memiliki Pengadilan Niaga Syariah.
Kondisi ini tentu akan menimbulkan konsekuensi sukarnya mengakses keadilan serta
bertambahnya biaya yang dibutuhkan. Namun apabila melihat dinamika peradilan saat ini
yang sudah massif penggunaan ecourt dan elitigasi kekhawatiran tersebut sudah tidak
relevan lagi. Bahkan persidangan elektronik merupakan hal yang lazim saat ini. Hambatan
dan tingginya biaya untuk mengakses keadilan sudah dapat diatasi dengan inovasi yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Poin pokok yang ingin ditekankan adalah kekhususan pengadilan yang diiringi
dengan hakim yang telah tersertifikasi ekonomi syariah yang mana diharapkan akan
prosefional dan kompeten dalam memberikan putusan yang berkeadilan sesuai dengan
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kapabilitas dan kemabhiran yang dimilikinya. Lembaga pengadilan pada akhirnya diharapkan
dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun
pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tertentu.(Ismail Rumadan, 2021)

Lebih lanjut apabila pengadilan niaga syariah benar terwujud dan menjadi satu
dengan Pengadilan Agama Kelas IA Khusus yang berada di tiap-tiap Ibu Kota Privinsi atau
Kabupaten/Kota yang memiliki perkara ekonomi syariah yang massif dan konsisten dari
tahun ke tahun akan menjadikan efektivitas dan efisiensi pembentukannya. Ongkos
pelatihan dan sertifikasi ekonomi syariah dapat ditekan dan difokuskan pada hakim-hakim
yang akan diproyeksikan ditempatkan pada Pengadilan Niaga Syariah/Pengadilan Agama
Kelas IA Khusus. Idealnya semua hakim agama dibekali dengan keterampilan dan wawasan
ekonomi syariah, namun dalam kondisi saat ini yang paling mungkin dilakukan ialah
membangun Pengadilan Niaga Syariah/Pengadilan Agama Kelas IA Khusus yang mana di
dalamnya terdapat hakim-hakim yang telah lulus sertifikasi ekonomi syariah.

Tantangan Dalam Penyusunan Payung Hukum (Legislatif), Operasional, dan Logistik
Pembentukan Pengadilan Niaga Syariah.

Berangkat dari amanat Penjelasan Pasal | Angka 2 Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang mana telah menyebut pada lingkungan Peradilan Agama
dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah. Hal ini dapat
dijadikan pijakan awal yang baik dalam membangun payung hukum Pembentukan
Pengadilan Niaga Syariah. Apalagi Mahkamah Agung memiliki Fungsi mengatur yang mana
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-
undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau
kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Mahkamah
Agung, n.d.). Dengan fungsi mengatur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ini maka
Pembentukan pengadilan niaga syariah bukanlah suatu hal yang berat. Apalagi Mahkamah
Agung telah memiliki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2018 Tentang Kelas, Tipe
dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada
Empat Lingkungan Peradilan (Perma) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
292/KMA/SK/XI11/2021 tanggal 30 Desember 2021 mengenai Perubahan Atas Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi
Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan menyandarkan pada peraturan perundang-undangan
dan peraturan kebijakan ini maka Mahkamah Agung memiliki peluang membentuk
pengadilan niaga syariah yang juga berkedudukan sebagai Pengadilan Agama Kelas IA
Khusus dengan spesialisasi perkara ekonomi syariah.

Kemudian dalam aspek operasional beracara, pada dasarnya hukum acara yang
berlaku adalah sama dengan hukum acara pada umumnya di Pengadilan Agama hanya saja
kekhususan perkaranya yang khusus yakni ekonomi syariah. Sehingga hambatan
operasional bukanlah suatu hal yang berat untuk diatasi.

Dari sisi penyelenggaraan peradilan dimana Penyelesaian perkara ekonomi syariah
dibebankan kepada Pencari keadilan dengan asasnya ada uang ada perkara, maka
dukungan operasional pengadilan niaga syariah tidak menjadi beban bagi Pengadilan
Agama yang kemudian dibentuk menjadi Pengadilan Niaga Syariah/ Pengadilan Agama
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Kelas IA khusus. Uang Perkara yang dibayarkan pihak (utamanya penggugat) atau pihak
yang diputus oleh Pengadilan untuk menanggung biaya perkara ekonomi syariah akan
mampu menopang operasional penyelesaian perkara dari pemeriksaan perkara pada level
pengadilan Tingkat pertama hingga Eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kesimpulan

Pembentukan pengadilan niaga syariah saat ini dirasakan memiliki urgensi yang
mendesak untuk menciptakan profesionalisme dan kompetensi pengadilan di lingkungan
peradilan agama. Fakta keberadaan pengadilan agama di seluruh Indonesia yang memiliki
kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah namun tidak didukung penempatan hakim
yang tersertifikasi ekonomi syariah akan diragukan kompetensi dan kapabilitasnya dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah. Selain itu pula dari sisi
tinjauan sosiologis-historis, tinjauan yuridis, dan tinjauan faktual mendukung dibentuknya
Pengadilan Niaga Syariah. Terlebih lagi pembentukan pengadilan niaga syariah akan
menyelesaikan sebagian permasalahan ekonomi syariah yang berupa kesenjangan
kelembagaan peradilan umum dan peradilan agama, penguatan konsep one roof system
antar peradilan, efisiensi penempatan hakim agama yang telah tersertifikasi, mewujudkan
pengadilan di lingkungan peradilan agama yang memiliki kompetensi dan profesionalisme
dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, serta juga menjalankan amanat Penjelasan
Pasal | Angka 2 Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kedudukan pengadilan niaga syariah masih menjadi jus constituendum, karena
keberadaannya masih menjadi cita-cita Lembaga hukum dan belum benar-benar terbentuk.
Pembentukan pengadilan niaga syariah bukan lagi hanya angan-angan melainkan dapat
dijuwudkan secara realita dengan digabungkan menjadi Pengadilan Agama Kelas IA
Khusus/ Pengadilan Niaga Syariah sebagaimana terjadi pada Lingkungan Peradilan Umum.
Hal ini telah dikuatkan oleh beberapa tinjauan sebagaimana dalam pembahasan di atas yang
kuat secara akdemis dan praktis.
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